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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat, rahmat dan karuniaNya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang
dikarenakan adanya perubahan dinamika Regulasi baik Pusat maupun Pemerintah
Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanan Perangkat Daerah yaitu
(1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat
Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan
Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indicator dan targetnya pada Renstra-PD,
(2) Peraturan Buati Ngawi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (pada Perangkat Daerah yang mengalami
Perubahan), (3) Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Funsional yang
diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah
(Seluruh Perangkat Daerah selain Kecamatan), (4) Perkembangan permasalahan,
kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan
kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang mana Perubahan Renstra
tetap mengacu pada RPJMD dan IKU RPJMD Kabupaten Ngawi, Perubahan Renstra
masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun tujuan, sasaran strategis,
arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan
fungsi unit orgkeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data
digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanan berbagai
strategis, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renstra 2021 - 2026
ini dapat bermafaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada umumnya.

Ngawi, Agustus 2022

“t KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
PATEN NGAWI

BONADI, AKS.M.M
Pembma Utama Mudal
NIP. 19710329 199403 1 008



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ngawiyang berdampak pada penyesuaian
struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon
kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/sub
kegiatan beserta indicator kinerja dan targetnya, maka
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk
diadakan perubahan;



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat, rahmat dan karuniaNya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang
dikarenakan adanya perubahan dinamika Regulasi baik Pusat maupun Pemerintah
Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanan Peréngkat Daerah yaitu
(1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat
Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan
Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indicator dan targetnya pada Renstra-PD,
(2) Peraturan Buati Ngawi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (pada Perangkat Daerah yang mengalami
Perubahan), (3) Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Funsional yang
diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah
(Seluruh Perangkat Daerah selain Kecamatan), (4) Perkembangan permasalahan,
kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan

kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang mana Perubahan Renstra
tetap mengacu pada RPJMD dan IKU RPJMD Kabupaten Ngawi, Perubahan Renstra
masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun tujuan, sasaran strategis,
arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan
fungsi unit orgkeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data
digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanan berbagai
strategis, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renstra 2021 - 2026
ini dapat bermafaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada umumnya.

Ngawi, 09 Pebruari 2022
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Mengingat

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perkanan dan
Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



7.

10.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah bebrapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6081;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denganUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tammbahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794},



17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar
Wilis dan Lintas Selatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang tentang Hasil Vériﬁkasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;

Peraturan DaerahKabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);



Menetapkan

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9)

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1};

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor155.

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
Nomor 21);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 155

TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.



Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 155) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal ¢ februiari 2022

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal § febuari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
H N
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR |



1.1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan adalah
dokumen perencanaan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 5 (lima)
tahun mengalami perubahan karena adanya perubahan dinamika Regulasi
baik Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen
Perencanan Perangkat Daerah yaitu (1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89
Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti
dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh
Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan
beserta indicator dan targetnya pada Renstra-PD, (2) Peraturan Buati Ngawi
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (pada Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan), (3)
Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Funsional yang diberikan
Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah (Seluruh
Perangkat Daerah selain Kecamatan), (4) Perkembangan permasalahan,
kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan
penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Renstra mempunyai arti penting bagi Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang merencanakan pembangunan sektor
perikanan dan peternakan di Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke
depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi tahun
2021 - 2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima)
tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja} Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai



dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang ~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Fungsi Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:
1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan
Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan peternakan

nall

Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perikanan dan peternakan

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi disusun
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra
juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas
Pemerintah Daerah. Sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan
program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar
Perangkat Daerah.

Dengan memfokuskan pada visi dan tujuan yang lebih spesifik,
rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap
perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan -efektifitas
pelaksanaan program makin eksis serta unggul dalam persaingan pada
lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap FD harus selalu
melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar
tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu
strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik
yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian
tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan
komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan
prioritas.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Ngawi Tahun 2021- 2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten
Ngawi 2021-2026, RTRW Kabupaten Ngawi, KLHS Kabupaten Ngawi,
Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Kementerian
Pertanian, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan



Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,

Rancangan
RPJMD

PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPIMD

Persiapan
Penyusunan

Rentra-SKPD

Musrenbang
RPJMD

Rancangan
Akhir RPJMD

Kabfkota

Penelazhan
RTRW & KLHS
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1.2 Landasan Hukum

Landasan Strategis
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026
adalah:

hukum penyusunan Perubahan Rencana

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor.2286);

(Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.
11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [-9 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang Undang Republik IndonesiaNo. 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402)



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon
Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang
mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indicator dan
targetnya pada Renstra-PD;

Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang pertanggunganjawab
Gubernur, Bupati/Walikota;

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



24.

25.

26.

27.

28.

29,

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor. 9 tahun 2011 tentang
organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan
daerah dan lembaga teknis Kabupaten Ngawi;

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah.

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/77/404.101.2/B/2022
Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang
Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Koordinator pada Dinas Perikanan
dan Peternakan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan
pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perikanan dan Peternakan di
Kabupaten Ngawi sesuai dengan tugas

Perubahan Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

a)

b)

Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan
pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi
selama lima tahun ke depan;

Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi; dan

Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unit kerja
pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

pokok dan fungsi. Selanjutnya



1.4

Penyusunanan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi, bertujuan untuk:

a) Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan

b)

dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan

Teridentifikasinya program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerja
program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan

Tersusunya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja
tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan

Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten
Ngawi.

Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan
dan PeternakanKabupatenNgawi baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan

dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 disusun dengan
sistEmatika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang
1.2. Landaaaan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematikka Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DIINAS PERIKANAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Ngawi

2.2, Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabpaten

Ngawi



BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

2.3.

2.4.

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

Tantangan dan Peluan Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Identifikasi Permasalaham Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Ngawi

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Provinsi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
LingkunganHidup Strategis.

Penentuan Isu-Isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

STRATEGI DAN AHAR KEBIJAKAN

5.1

Strategi dan Arah Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN NGAWI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi.

Mendasar pada Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2022 dan Peraturan
Bupati No. 31 Tahun 2022 terkait SOTK Perangkat Daerah, dalam
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan organisansi, maka Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mempunyai tugas, fungsi dan
kewenangan sebagai berikut :

Kedudukan:

Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Tugas:

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan serta tugas lain yang
diberikan oleh Bupati

Fungsi:

a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perikanandan
Peternakan;

b. Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Sektor Perikanan dan
Peternakan;

c. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan,;

d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perikanan,
Peternakan serta Kesehatan Hewan;

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perikanan,
Peternakan serta Kesehatan Hewan,

f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di
bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;
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g. Pelaksaanaan administrasi Dinas Perikanan dan Peternakan,

h. Penyelenggaraan pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian

pelaksanaan fungsi kesekretariatan, bidang-bidang dan UPT Dinas; dan

i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya. |

Kewenangan :

a. Pengelolaan Perikanan Budidaya;

b. Pengelolaan Perikanan Tangkap;

¢. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
d. Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

e. Rekomendasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang
usahannya dalam 1 (satu) Daerah;

f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Peternakan dalam daerah;

h. Pelaksanaan Fasilitas Mutu Ketersediaan dan Peredaran Benih/Bibit
Peternakan dalam Daerah Kabupaten;

i. Pengelolaan Sumberdaya Peternakan dan Kesehatan Hewan,;

j. Pengendalian dan Penanggulangan bencana alam terkait usaha
Peternakan dalam daerah;

k. Penerbitan Rekomendasi Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
serta fasilitasi pemeliharaan termak;

l. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pengolahan hasil serta
investasi di bidang peternakan;

m. Penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah
penyakit hewan menular dalam Daerah;

n. Pengawasan Pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke dalam daerah
serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
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0. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratoriumm dan Jasa Medik Veteriner
dalam daerah;

p. Penerpan dan Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat

veteriner;
q. Penerapan dan Pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan

r. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan
Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2022 adalah terdiri dari :

a. Kepala,

b. Sekertaris;

c. Bidang perikanan;

d. Bidang Peternakan;

e. Bidang Kesehatan Hewan;

f. UPT Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sekretariat
dan bidang adalah sebagai berikut :

Sekertariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekertaris
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi.
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan;
Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran,
d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan;
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Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan
dokumentasi;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a.

b.

Melakukan urusan tata usaha;

Melakukan urusan kepegawaian;

Melakukan urusan rumah tangga;

Melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan;

Melakukan urusan kehumasan;

Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
Menyusun laporan kinerja;

Memproses bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah; dan

Mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh
Sekretaris
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Bidang-bidang :

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan
fungsi sesuai dengan bidang tugasnnya. Dalam melaksanakan tugasnnya

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan :

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perikanan dan Peternakan di Bidang Perikanan

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program
pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya,
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

b. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perikanan budidaya, perikanan
tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber
daya perikanan;

c. Pelaksanaan pembinaan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap,
pengolahan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya
perikanan,;

d. Perumusan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan;

e. Perumusan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang
perikanan;

f. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan;

g. Pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya, perikanan
.tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;

h. Pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan;
i. Perumusan investasi dan permodalan usaha perikanan;

j- Pemberian fasilitasi kebijakan pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi
pembudidaya ikan kecil dan tanda daftar usaha pengolahan hasil
perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
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k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perikanan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perikanan dan Peternanakan di Bidang Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan program
penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, program penyediaan
dan pengembangan prasarana peternakan, program pengendalian dan
penanggulangan bencana peternakan, program perizinan usaha
peternakan dan program penyuluhan peternakan;

b. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan ternak;
c. Pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;

d. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi
peternakan;

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perizinan dan
penerbitan rekomendasi usaha peternakan;

f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan kelompok tani di
bidang peternakan dan akses permodalan usaha tani peternakan;

g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen serta
pengolahan hasil peternakan dan pemasaran;

h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam terkait usaha
peternakan dalam Daerah;

i. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan
pedoman, penyebaran, dan bimbingan pengembangan peternakan;
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j. Pelaksanaan pengawasan pengembangan usaha di bidang peternakan;

k. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengembangan teknologi
peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya;

1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesechatan
Hewan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Kesehatan Hewan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program
penyediaan dan pengembangan prasarana kesehatan hewan, program
pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta

program pengendalian dan penanggulangan bencana kesehatan hewan,

b. Penyelenggaraan bahan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan

Hewan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari :
a. UPT Rumah Potong Hewan; dan
b. UPT Balai Pembibitan Ternak.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai
tugasmelaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam
memberikan layanan pemotongan hewan dan pembibitan ternak.
Untuk melaksanakan tugas UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Balai
Pembibitan Ternak mempunyai fungsi dalam rangka pemberian pelayanan
pemotongan hewan dan pembibitan ternak.

Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan/atau
keterampilannya;

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagidalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya; dan

c. Jabatan Fungsional terdiri dari :

Perencana Ahli Muda;

Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda,;

Penyuluh perikanan Ahli Muda;

Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda;

Medik Veteriner Ahli Madya

Medik Veteriner Ahli Muda; dan
7. Jabatan Fungsional lain seuai kebutuhan Perangkat Daerah.

d. Jumlah masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati

A T o

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan;

e. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan  diberikan  tugas
tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat

Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan
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pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-
masing pengelompokan uraian tugas;

Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan
sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai
Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari
Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator,
diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan; dan

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka
Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun
yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

a.

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas
Perikanan dan Peternakan maupun antar Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya;

Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap Pimpinan Unit
Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala,;

. Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan,

memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugasnya;

Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala
Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala;

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas;

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab
untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

secara berkala;
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h. Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris;

i. Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung
jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris secara berkala;

j. Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
serta arahan dari Kepala Bidang;

k. Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala:

l. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
masing-masing,






20

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan

a.

Kondisi Sumber daya Manusia Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memiliki
pegawai/personil PNS sebanyak 55 orang, terdiri dari:

Pegawai yang bertugas dikantor Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawise banyak 49 orang.

Pegawai yang bertugas di Balai Benih Ikan (BBI) Sidorejo Geneng
sebanyak 1 orang

Pegawai yang bertugas di UPTD BPT Mencon sebanyak 3 orang

Pegawai yang bertugas di UPTD RPH Jl. Supriadi Belakang Pasar Hewan
Ngawi Kandangan sebanyak 2 orang

Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Ngawi terdiri dari:

Pegawai golongan IV sebanyak 11 orang atau 20.00% dari jumlah
keseluruhan pegawai;

Pegawai dengan golongan III sebanyak 30 orang atau 55.00 % dari
jumlah pegawai;

Pegawai golongan II sebanyak 14 orang, atau 25.00 % dari jumlah

pegawai;

Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi berdasarkan

golongan/pangkat bias di lihat pada Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 2.1.Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
Berdasarkan Golongan/Pangkat

IV D 1 1 0 11
111 4 9 5 12 30
11 0 1 1 12 14

e sy |
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b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana.

1. Gedung Kantor
Pelaksanaan tugas pokokdan fungsi sebuah lembaga teknis

daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang
dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, baik yang berasal dari
pembiayaan APBD Kabupaten Ngawi maupun APBN meliputi : Gedung
Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana
informasidan sebagainya.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memiliki 1
(satu) unit gedung kantor, yang terletak di Jalan Basuki Rahmad
No.la Kabupaten Ngawi, 2 (dua) unit gedung di Jalan Teuku Umar
No. 43 Ngawi, 6 (enam) unit Gedung Balai Benih Ikan (BBI) di Sidorejo
Geneng, 4 (empat) unit Gedung di UPTD BPT Mencon. dan 4 (empat)
unit Gedung di UPTD RPH Jl. Supriadi Belakang Pasar Hewan Ngawi
Kandangan

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memiliki kendaraan
bermotor sebanyak:

Roda 6,sebanyaklunit;
Roda 4,sebanyak 4 unit
Roda 2,sebanyak76 unit;
Roda 3, sebanyak 22 unit

Ao o
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Tabel 2.2.

Kendaraan Bermotor pada Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi

Kendaraan

Jumlah

No Operasional Merek Unit) Tahun Ket.
Mobil Kijang Innova 1. 2015 | Layak
2 | Mobil Mitsubishi 1] 2007 | Layak
Strada
3 | Mobil Mitsubishi 1] 2007 | Layak
4 | Roda 2 Sepeda Motor 211 2007 |"2itidak
layak
bi [iRoda 2 Sepeda Motor 9 2012 | Layak
6 | Roda 2 Sepeda Motor 9] 2008 | Layak
7 | Roda 2 Sepeda Motor 2| 2007 | Layak
8 | Roda 2 Sepeda Motor 202013 | Layak
9 | Roda 2 Sepeda Motor 13 2007 | 8 tidak
layak
10 | Roda 2 Sepeda Motor 19 2006 | 8 tidak
layak
11 | Roda 2 Sepeda Motor 1| 2008 | Layak
12 | Roda 3 Sepeda Motor 9 2009 | 8tidak
layak
13 | Roda 3 Sepeda Motor 12| 2010 | 8tidak
layak
14 | Roda 3 Sepeda Motor 1| 2006 | Layak
Jumlah 101
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3. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Perikanan dan
Peternakan meliputi : Komputer, Laptop, LCD Projector, Telephone dan
Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah
ini :

Tabel 2.3.
Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

I 2 3 -+
1 Komputer 1 Layak
2 Laptop/NoteBook 20 Layak
3 LCDProyektor 1 Layak
- Printer 21 2 tidak layak
5 Televisi 34 Layak
6 AlatStudio 9 Layak
-Handycam 1 Layak
-KameraDigital 2 Layak
7 | PesawatTelepon/MesinFax 2 8 tidaK
layak
8 AC 19 8 tidaK
layak
9 SoundSistem /Wirles 3 Layak

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam
Renstra Dinas Tahun 2021-2026. Indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan diformulasikan dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU). dalam pencapaian selama S tahun periode
pembangunan adalah sebagai berikut :
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Tabel TC. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGEKAT DAERAH DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No Indikator Kinerja Target | Target | Target Target Renstra Dinas Pangan dan Target Renstra Dinas Pangan dan PerikananTahun RasloCapaian pada Tahun ke{%)
Sesual Tugas dan NSPK IKK | Indikator Perlkaan Tahun Ke Ke
Fungsi OPD lainnya '
1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 | 2018 | 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Ptrosentase - - - - 3690 | 3906,8| 4138,49| 4343,31 - 3535,6 3817,2 | 3977,35| 44899 - 0,95 0,97 0,96 1,03
1 | peningkatan Produksi

Perikanan
2 | Pertumbuhan

Produlsi Pertanian

Unggulan Daerah

Daging - - - 4,15 4,20 | 4,25 1,50 1,50 | (80,09) (11,60) 4,83 1,53 {382} | (19,30) {2,76) (1,14) {1,02) {2,55)

3 | Jumiah produksi - 4.49 - - - - - - - - - - - - - - - -

perikanan tangkap 1.70

dan perikanan 5

budidaya
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TABELT.C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

No Uraian Anggaran pada tahun ke 1 Realisasi anggaran pada tahun ke ~ Prosentase antara Realisasi dan Rata-rata
anggaran tahun ke pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
{1) [F]] @) ] 5) 6) 4] ® (9 (10) {11 (12) a3 | 8 1 (5 | (6 | (1D {18 (19)
1 Urusan 1.836.492. | 3.690.424.3 | 4.014.570.0 | 1.358.029.6 | 1.642.080, 1.738.922.8 | 3.570.030,1 | 4.004.315.2 | 1.314.170.3 | 1.601.821.0 | 64,69 | 66,74 99,74 | 96,77 | 97,565 {15.45) (18,32)
Perikanan__| 250 48 00 50 700 20 89 24 27 10
2 | Urusan 41.867.82 | 20.327.221. | 20.889.802. | 22.815.259. | 14.983.964 | 38.460.015. | 18.585.597. | 19.565.018. | 21.527.277. | 14.499.043. | 91,64 | 91,43 9366 | 94,34 | 86,76 | (15,83) (17,26)
Peternakan | 1.198 805 000 500 450 422 850 772 651 798
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Hasil analisis Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur, analisis
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisis Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Ngawi pada periode 2021-2026 terutama dalam mengidentifikasi
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Ngawi kedepan.

Dalam rangka pengembangan bidang Perikanan dan
Peternakan di Kabupaten Ngawi, perlu dilakukan analisis situasi
berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk
merumuskan kebijakan berdasarkan isustrategis dalam rangka
menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan
masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan dibidang

Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan
yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas
tinggi dalam pengembangan budidaya perikanan.

2. Peningkatan Pembinaan serta Pelatihan di bidang perikanan baik

perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Pemberian Fasilitas tentang tata cara budidaya ikan yang baik

Pengelolaan epidemi penyakit menular ternak;

Angka S/C yang masih tinggi;

Gangguan reproduksi pada sapi betina produktif;

Pengeluaran ternak keluar daerah belum terdeteksi;

® N s W

Kurangnya perhatian peternak terkait dengan manajemen pemeliharaan
ternaknya karena masih tradisional dan merupakan usaha sampingan;
9. Perlunya pengolahan hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah
produk dan pendapatan peternakan.
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Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan perikanan

dan peternakan di Kabupaten Ngawi adalah:

1. Dukungan Pemerintah Daerah dalam kebijakanan dan
implementasinya pada sub sektor perikanan dan peternakan
semakin besar;

2. Teknologi dan inovasi dibidang perikanan dan peternakan yang
semakin berkembang;

3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil
periké.nan semakin tinggi;

4. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang konsumsi
ikan yangsemakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan
proses peningkatankesadaran peningkatangizimasyarakat.

5. Pemanfaatan lahan non pertanian untuk budidaya perikanan

6. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan
peternakan.

7. Optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan

8. Penanganan gangguan reproduksi

9. Pencegahan penyakit hewan menular strategis yang menyebabkan kematian
ternak

10. Menjamin ketersediaan vaksin dan obat hewan yang memadai melalui
pelayanan kesehatan hewan.
11. Melakukan pembinaan / menyampaikan informasi terkait agribisnis usaha
peternakan dan pasca panen.



3.1

BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

Pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan yang
telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya telah

memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun

tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala

yang dihadapi.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan dan Peternakan
(Sesuai Urusan yang di bidangi oleh Perangkat Dearah)

No Masalah pokok Masalah Akar Masalah
1 Masih rendahnya | Belum optimalnya Data dan informasi

kuantitas dan | produktifitas Perikanan Tangkap

kualitas produksi | perikanan tangkap mengalami perubahan

perikanan tangkap
Sarana prasarana
perikanan tangkap yang
kurang memadai

Sumbert Daya ikan di
Perairan Umum Daratan
{PUD) semakin berkurang

Kurangnya kapasitas
nelayan kecil
Belum adanya Tempat | Kelembagaan KUB nelayan
Pelelangan Ikan (TPI) kurang optimal
Belum ada  prosedur
Pengelolaan dan

penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TP])

Produktifitas Perikanan | Belum ada pelayanan
Budidaya belum optimal | Tempat Pelelangan
ikan
Kurangnya kapasitas
pembudidaya ikan
kecil
Kelembagaan
pembudidaya ikan
kurang optimal
Akses permodalan
belum optimal
Kurangnya

pengetahuan tentang
peningkatan mutu
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produksi perikanan

Data dan Informasi
Perikanan  Budidaya
mengalami perubahan

Sarana prasarana
perikanan  budidaya
yang kurang memadai

Kurangnya
pengetahuan  terkait
pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungan

Kurangnya konsumsi
ikan masyarakat

Pemahaman CBIB,
CPIB, CPPIB belum
optimal

Kurangnya kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya konsumsi
ikan

Kurangnya fasilitas
bagi pelaku usaha
perikanan skala mikro
dan kecil

Belum  optimalnya | Usaha peternakan masih | Masih kurangnya
produktivitas dan | sampingan/ tradisional pengetahuan, kemampuan
mutu produk dan keterampilan SDM
peternakan peternakan.
Lemahnya permodalan
peternak
Tingginya resiko budidaya
ternak
Pelaksanaan kegiatan | Pengawasan peredaran
kesehatan hewan belum | obat hewan belum optimal
optimal
Masih kurangnya
pengetahuan, kemampuan
dan keterampilan SDM
peternakan.
belum optimalnya
prasarana dan sarana
laboratorium  kesehatan
hewan
Masih kurangnya
pengetahuan masyarakat
terhadap pentingnya
produk hewan yang ASUH
Belum  optimalnya | Usaha peterhakan masih | Masih kurangnya
produktivitas dan | sampingan/ tradisional pengetahuan, kemampuan
mutu produk dan keterampilan SDM
peternakan peternakan,
Lemahnya permodalan
peternak

Tingginya resiko budidaya
ternak

Pelaksanaan kegiatan

Pengawasan peredaran

kesehatan hewan obat hewan belum
belum optimal optimal
Masih kurangnya
pengetahuan,

kemampuan dan
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keterampilan SDM
peternakan.

belum optimalnya
prasarana dan sarana
laboratorium
kesehatan hewan

Masih kurangnya
pengetahuan

masyarakat terhadap
pentingnya produk

hewan yang ASUH
4 Belum optimainya | Belum optimalnya | Prasarana dan sarana
diseminasi teknologi | peran/fungsi BPP yang kurang

budidaya. pertanian kelembagaan pertanian memadai
Belum optimalnya media
penyuluhan pertanian

Masih kurangnya
pengetahuan,
kemampuan dan
keterampilan SDM
pertanian

Media penyuluhan
masih terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Repala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
(desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai
Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Ngawi
untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah
terpilih, adalah sebagai berikut.

“SEMESTA BERENCANA”
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq,
makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong
royong dalam bingkai NKRF
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Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dicanangkan oleh
Bupati Ngawi periode 2021-2026 adalah:

1.

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui
kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.

. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan

investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah
limgkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna

memberikan pelayanan prima.

Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan
yang berkesinambungan.

Meningkatkan kondusivitas daerah melalui pengembangan budaya
lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan pembangunan di
Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 adalah:

a.
b.

Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia.
Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  bekelanjutan  dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan

akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur yang
berkelanjutan.

Menguatkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan keagamaan dan
budaya lokal.

Dinas Perikanan dan Peternakan mengemban Misi ke 2 yaitu:

Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan
investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah
lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
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Dalam mengemban Visi dan Misi tersebut Dinas Perikanan dan
Peternakan memiliki tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sektor unggulan dengan sasaran meningkatnya kontribusi

sektor

perikanan terhadap PDRB dan Meningkatkan kontribusi sub sektor
peternakan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut

diatas, maka keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan pembangunan di

Kabupaten Ngawi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan
Peternakan dijabarkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Keterkaitan visi, misi, dan tujuan pembangunan di

Kabupaten Ngawi dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perikanan dan Peternakan

Visi Misi Tujuan Sasaran Program
Terwujudnya Misi 2: Meningkatkan | Meningkatnya | 1. Program
masyarakat Mengembangkan | pertumnbuhan Kualitas penunjang
Kabupaten perekonomian ekonomi sektor | Implementasi urusan
Ngawi yang kerakyatan unggulan SAKIP pemerintahan
mandiri, melalui Perangkat daerah
berakhlagq, kemudahan Daerah kabupaten/kot
makmur dan investasi, a
berdaya saing pariwisata
berbasis berbasis potensi
agropolitan lokal dan
dengan pertanian ramah
semangat limgkungan
gotong royong berkelanjutan
dalam bingkai | didukung riset
NKRI dan teknologi

Meningkatnya . Program
Kontribusi pengelolaan
Sektor Perikanan
Perikanan Tangkap
terhadap . Program
PDRB pengelolaan
perikanan
budidaya
. Program
pengawasan
sumber daya
kelautan dan
perikanan
. Program
pengolahan

dan pemasaran
hasil perikanan
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Meningkatnya
Kontribusi
Sektor
Peternakan
terhadap
PDRB

Program
penyediaan
dan
pengembangan
sarana
pertanian

. Program

penyediaan
dan
pengembangan
prasarana
pertanian

. Program

pengendalian
kesehatan
hewan dan
kesehatan
masyarakat
veteriner

. Program

penyuluhan
pertanian

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan dan
Peternakan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah disajikan pada berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur,
dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam
Bingkai NKRI
o Permasalahan
Misi Pelayanan PD Faktor Penghambat dan Pendorong
Penghambat Pendorong
Mengembangkan Masih rendahnya | 1. Kualitas SDM Pembinaan dan
Perekonomian kuantitas dan kualitas pelaku utama dan pendampingan
Kerakyatan Melalui produksi perikanan pelaku usaha bagi pelakuutama
Kemudahan tangkap belum optimal dan pelaku usaha
Investasi, Pariwisata 2. Degradasi Adanya daya
Berbasis Potensi ekosistem dukung
Lokal dan Pertanian lingkungan ligkungan
Ramah Lingkungan 3. Perubahan Iklim Adanya SDM
Berkelanjutan yang
Didukung Riset dan berkompeten
Teknologi
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Belum optimalnya | 1. Kualitas SDM 1. Adanya daya
produktivitas dan pelaku utama da dukung teknologi
mutu produk npelaku usaha untuk
peternakan belum optimal pengembangan
2. Alih fungsi lahan ternak
Belum optimalnya | 1. Kualitas SDM | 1. Adanya potensi
diseminasi  teknologi masih rendah hijauvan makanan
budidaya peternakan 2. Kurangnya sarana ternak (HMT)
dan prasarana
Belum optimalnya 3. Adanya alih fungsi | 1. Adanya dukungan
produktivitas dan lahan kebijakan dan
mutu produk 4. Keterbatasan komitmen
peternakan infrastrulstur dan Pemerintah
a Daeral:l dalam
mewujudkan
pendukungpeterna peningkatan
kan produksi
5. Sebagian besar petemakan
petani ternak 1 Adanya dukungan
berusia lanjut pemerintah dalam
dengantingkat hal pembangunan
pendidikanrendah infrastruktur
6. Kurangnya SDM 2 Adanya dukungan
peternakan kebijakan dan
(paramedik program dari
veteriner, medik Pemerintah Pusat
veteriner, dan Provinsi Jawa
wasbitnak, Timur
wastukan dan 3 Potensi limbah
penyuluh pertanian sebagai
pertanianbidang bahan pakan
peternakan} baik ternak
luantitatif maupun | 4 Potensi hijauan
kualitatif pakan ternak
7. Risiko berusaha unggul yang bisa
budidaya dikembangkan
peternakan yang 5 Dukungan
besar organisasi/
8. Sifat komoditas kelembagaan non
hasil peternakan pemerintah
yvang mudah rusak (PARAVETINDO/
9. Keterbatasan PDHI/HKTI/
petani dalam hal §1‘1NAI G;P;kt?)n/
€elompo. ani
akst modal usaha 6 Kebija]l:an
tani .
pemerintah
tentang
peluncuran
program asuransi
ternak dan kredit
perbankan untuk
bidang usaha
peternakan
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Salah satu misi Dinas Perikanan dan Peternakan jangka menengah
di Kabupaten Ngawi, terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan dan
Peternakan berkaitan erat dengan rencana pembangunan jangka menengah
SKPD terkait Provinsi Jawa Timur. Penentuan arah pembangunan dan
penentuan kebijakan selain mempertimbangkan kondisi di Kabupaten
Ngawi, juga mengacu pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
dan rencana strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terkait.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya
Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Faktor
Menengah Renstra Pelayanan PD Penghambat Pendorong
K/L
2 3 4 S5
1. Meningkatnya 1. Belum optimainya |l. Penurunan 1. Daya dukung
produksi kelautan produktifitas kwalitas lingkungan
dan perikanan perikanan tangkap lingkungan 2. Adanya
2. Meningkatnya 2. Belum adanya . Produlktifitas Peningkatan
nilai tambah sub Tempat Pelelangan masih rendah produksi
kategori perikanan Hkan {TPI) 3. Penitrunan setiap tahun
. Meningkatnya . Produktifitas kwalitas benih (3. Perubahan
nilai tambah sub Perikanan Budidaya dan induk iklim
kategori perikanan belum optimal k. Pakan ikan . Adanya
4. Meningkatnya . Kurangnya mabhal potensi
Akuntabilitas konsumsi ikan 5. Perubahan lahan
Kinerja Perangkat masyarakat iklim budidaya
Daerah . Usaha peternakan . Aiih fungsi . Meningkatka
masih sampingan/ lahan n konsumsi
tradisional budidaya ikan sejalan
. Pelaksanaan 7. Kurangnya dengan
kegiatan kesehatan pcngetahuan penam])ahan
hewan belum masyarakat penduduk
optimal tentang . Produksinya
. Belum optimalnya pentingya banyak
peran/fungsi konsumsi
kelembagaan ikan
pertanian
. Belum optimainya
media penyuluhan
pertanian
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari
implimentasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :
Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya.

Arah dan tujuan pembangunan jangka menengah juga
ditentukan oleh RTRW Kabupaten Ngawi tahun 2010-2030 dan
kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Dokumen RTRW memberikan gambaran tentang struktur
ruang (jaringan transportasi) dan pola ruang (kawasan) di
Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2030 berdasarkan potensi
yang ada. Selanjutnya KLHS memberikan gambaran tentang daya'
dukung lingkungan terhadap pembangunan di Kabupaten Ngawi.
Hasil kajian -RTRW dan KLHS terkait dengan permasalahan
pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pembangunan
jangka menengah di Kabupaten Ngawi ditunjukkan dalam Tabel
3.4
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Tabel 3.4.

Kajian permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan kajian RTRW dan KLHS

Kajian SebagaiFaktor
Rencana Tata Permasalahan
No | Ruang Wilayah KLHS Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Pengembanga | Belum Masih Kualitas Dilakukan
n kawasan optimalnya kurangnya ?Illlamn?lgli.adgzi;ih Pembinaan,pe
minapolitan produksi pengetahuan |kurang ndampingan
perikanan perikanan dan kepada
budidaya budidaya ketrampilan kelompok
sumber daya pembudidaya
manusia serta
pemberdayaan
kelembagaan
petani
Minimnnya Minimnya Menurunnya | Pemberian
ketersediaan | akses dan glneiglfgrakat Pelatihan
air untuk ketersediaan dalam kepada
perikanan air untuk Egﬁéﬂgya ikan | kelompok
perikanan pembudidaya
e CBIB,CPPIB
2 Pengembanga | Pemberian  [Fasilitas
n sarana fasilitas bantuan sarana
prasarana untuk dan prasarana
pendukung kelompok perikanan
kegiatan pembudiday |budidaya kurang
perikanan a
budidaya
3 | Penataan Penataan Minimnya Kwalitas SDM  pemberian
kawasan wilayah pengetahuan masih kurang |, qampingan
perikanan kawasan masyarakat pembinaan,
budidaya di perikanan  [@kan sosialisasi
waduk budidaya di [Pemanfaatan lkepada
adnle kawasan Kelompok
perikanan
budidaya di
waduk
< Kawasan Peningkatan |Meningkatkan Belum Animo peternak
Pengembangan emisi gas pembinaan teknis (dilakukan terhadap
budidaya rumah kaca  yernady guna peIGcan komoditas ternak
peternakan karena 2 kawasan
; ; peningkatan yang
(ruminansia kotoran : peternakan 5
unggas dan ternak dan  [PoPulasi berdasarkan (dikembangkan
aneka ternak) | proses potensi
mendukung pencernaan
pertanian
organik/ramah
lingkungan
Penerapan eco [Mengoptimalkan [Keterbatasan |Peluang pasar
farming fungsi peternakan [{umlah SDM  ang terbuka
(pengelolaan e kesahatan medik ve.tcrmer,
limbah ternak paramedik vet,
hewan untuk
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untuk pupuk |pelayanan dan pengawas bibit
organik, perlindungan ternak,
biogas) masyarakat
Pemeliharaan |Peningkatan pengawas mutu [Potensi limbah
ternak ternak |honylasiternak  [pakan, penyuluh [pertanian sebagai
ﬁggﬁ;kat melalui pertanian bid. bahan baku
pemgukiman peningkatan mutu |Peternakan pakan ternak
penduduk genetik yang cukup besar
sehingga
menimbulkan
ipolusi
Penyebaran  [Pengembangan  |Risiko usaha yang
penyakit kawasan besar
hewan yang peternakan
menulgr pada diarahkan kepada
manusia

pengembangan

omaoditas ternak
unggulan daerah
engan keunggulan
komparatif dan
kompetitif

Manajemen pakan
dan pengelolaan
limbah

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan faktor-faktor pelayanan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Visi, Misi
Bupati, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisa Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang
dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

dalam pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan (degradasi ekosistem, penurunan kwalitas air,
penyakit ikan dan lingkungan)
2. Peningkatan permintaan ikan

3. Pakan ikan (60 - 70% dari biaya produski)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
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Adanya daya dukung (tersedia lahan budidaya dan perairan
umumy

Genetik ikan (Penurunan kwalitasn benih dan induk ikan)
Kemanan Pangan dan ketelusuran

Perubahan iklim

Alih fungsi lahan budidaya

Penangkapan ikan yang berlebihan atau overvising

ilegal fishing (penangkapan ikan yang melanggar hukum)
Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk konsumsi ikan

Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya
manusia serta pemberdayaan kelembagaan petani

Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang
budidaya perikanan

Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang
budidaya peternakan

Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk
pelayanan dan perlindungan masyarakat

Peningkatan populasi tetnak melalui peningkatan mutu genetik

Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan
komoditas temak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan

kompetitif



BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman teknis untuk
Dinas Pertanian dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan
analisis potensi internal dan eksternal. Strategi dan arah Kebijakan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :
SEMESTA BERENCANA
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur
dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam

bingkai NKRI”
Misi
Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi,

pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan
berkelanjutan didukung riset dan teknologi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan | Meningkatkan produksi
pertumbuhan Pertumbuhan produksi perikanan budidaya
ekonomi Ekonomi Sektor | perikanan di kabupaten ngawi
berkelanjutan Unggulan budidaya
dalam
mewujudkan
kesejahteraan
sosial ekonomi
masyarakat

Meningkatkan | Meningkatkan produksi
produksi perikanan tangkap
perikanan di kabupaten ngawi
tangkap
Meningkatkan
Pendapatan
Meningkatkan | Meningkatkan produk
pelayanan hasil perikanan
pengembangan
produk hasil
perikanan

Meningkatkan | Meningkatkan
produksi benih | pelayanan pelaku usaha

ikan pembudidaya ikan
di kabupaten ngawi

Meningkatkan | Meningkatkan jumlah

pelayanan pelaku usaha yang

kesehatan ikan | terakses pelayanan
dan lingkungan | kesehatan ikan dan
lingkungan
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Meningkatkan | Meningkatkan
kompetensi pelayanan pelatihan
pelaku  usaha | teknis pelaku usaha
dibidang dibidang perikanan
perikanan

Meningkatkan | Meningkatkan nilai
pertumbuhan tambah produk hasil
produkstivitas | ternak yang dihasilkan
serta nilai { oleh usaha peternakan
tambah masyarakat

komoditas dan

produk

peternakan

Peningkatan populasi
ternak

Peningkatan kesehatan
hewan

Peningkatan kapasitas
SDM peternakan

Meningkatkan mutu
produk petermakan
yang aman dikonsumsi
masyarakat dan
memenuhi standar
keschatan masyarakat
veteriner dan
kesejahteraan hewan




4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan
sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan

arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan
oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-
2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan terkait

dengan pencapaian misi kedua dari RPJMD Kabupaten Ngawi yaitu

Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi,

pariwisata berbasis potensi

berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

lokal dan pertanian ramah lingkungan

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah
No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasran
Tujuan/Sa Tahun ke-
saran
2021 2022 2023 2024 2025 2026
3] @) (3) 4 ) (6) (N 3) [£J) (10)
Meningk Indeks 0,313- | 0,311- ] 0,309- | 0,307- | 0,305- | 0,303-
atnya gini 0,311 0,309 { 0,307 | 0,305 0,303 0,301
Pertumb PDRB 22.669, | 24.070, | 25.685 | 27.522, | 29.603, | 30.683,
uhan Perkapita 82- 82- ,97- 52- 22- 92-
Ekonomi (Ribu 23.946, | 25.445, | 27.177 | 29.145, | 31.372, | 32.599,
Sektor Rupiah) 14 16 908 66 39 12
Unggulan | Meningkatn | Nilai LHE
yaKualitas | AKIP
Implementas | Perangka
| SAKIP t Daerah 80 80,50 | 81,00 | 81,50 82,00 82,50
Perangkat
Daerah
Meningkat | Nilai
nya PDRB
Kontribusi | Sub 160.22 | 166.63 | 173.29 | 180.22 | 187.43 | 194.93
Sektor | Sektor L, 064 | 587 | 7.7 | 681 | 4,28
Perikanan | Perikana 77 ! ’ ’ ’ ’
terhadap |n
PDRB
Meningkat | Nilai
nya PDRB
kontribusi | Sub
sub sektor | Sektor
peternaka, | Peternak | 982.54 | 1.002.2 | 1.035. | 1.068.7 | 1.117.0 | 1.165.6
n an 4,0 48,1 843,2 94,9 79,5 62,2
terhadap
perekono
mian
daerah




BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman teknis untuk
Dinas Pertanian dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan
analisis potensi internal dan eksternal. Strategi dan arah Kebijakan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :
SEMESTA BERENCANA
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur
dan herdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam

bingkai NKRI”
Misi
Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi,

pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan
berkelanjutan didukung riset dan teknologi

Tujuan Sasaran Strategi Argh Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan | Meningkatkan produksi
pertumbuhan Pertumbuhan produksi perikanan budidaya
ekonomni Ekonomi Sektor | perikanan di kabupaten ngawi
berkelanjutan Unggulan budidaya
dalam
mewujudkan
kesejahteraan
sosial ekonomi
masyarakat

Meningkatkan | Meningkatkan produksi
produksi perikanan tangkap
perikanan di kabupaten ngawi
tangkap
Meningkatkan
Pendapatan
Meningkatkan | Meningkatkan produk
pelayanan hasil perikanan
pengembangan
produk hasil
perikanan

Meningkatkan | Meningkatkan
produksi benih | pelayanan pelaku usaha

ikan pembudidaya ikan
di kabupaten ngawi

Meningkatkan | Meningkatkan jumlah

pelayanan pelaku  usaha yang

kesehatan ikan | terakses pelayanan
dan lingkungan | keschatan ikan dan

lingkungan
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Meningkatkan

Meningkatkan

kompetensi pelayanan pelatihan
pelaku  usaha | teknis pelaku usaha
dibidang dibidang perikanan
perikanan

Meningkatkan | Meningkatkan nilai
pertumbuhan tambah produk hasil
produkstivitas | ternak yang dihasilkan
serta nilai | oleh usaha peternakan
tambah masyarakat

komoditas dan

produk

peternakan

Peningkatan  populasi
ternak

Peningkatan kesehatan
hewan

Peningkatan Lkapasitas
SDM peternakan

Meningkatkan mutu
produk peternakan
yang aman dikonsumsi
masyarakat dan
memenuhi standar
keschatan masyarakat
veteriner dan
kesejahteraan hewan




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Ngawi tahun 2021 sampai dengan tahun 2026
dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi ke dua pembangunan Kabupaten
Ngawi didukung program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi adalah sebagi berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2  Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk,
rawa dan gennagan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.
2) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
3) Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)
3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
3) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4) Pengelolaan Pembudidayaan lkan
4  Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,
waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam
kabupaten/kota
5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi
Skala Mikro dan Kecil
2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil
3) Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan
dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
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6 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG} Hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4) Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1) Pembangunan Prasarana Pertanian
2) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Temak dan
Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
8 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah Kabupaten/Kota
3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan
Masyarakat Veteriner
9  Program Penyuluhan Pertanian
1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Secara rinci, pelaksanaan fungsi pelayanan Dinas Perikanan dan
Peternakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
ditunjukkan dalam Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.



Tabel T-C.27.

gt Hegl Bub Kegi dan Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi
Kinerja | Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Tujuan Sebaran Kode =l f ‘._ L e Tahunn Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisl Kinerja pada akhir Daarah
Sub Keglatan Kegiatan, dan | P (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) periode Renstra » = gk
Sub (2020) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Turget Rp Target Rp Target Rp g Jawsb
) @ @ @ 5) {6) @ 8) (&) (109) (11) 12) 13) (14) (15) (16) a7 (18) (19) 120) (21)
Meniagkatays BADAX
Pertumbuhan Ekonomi PUSAT
Sektor Unggulan STATISTIK
Indeks Giani 0,313 0,313-0,311 0,311.0,309 0,309-0,307 0,307-0,305 0,305.0,303 0,303-0,301 0,303-0,301 :.;:D'P:ﬂl
BAPPELITBA
G
BADAN
PUSAT
PDRBE Perkapita 22.660.80 | 22-6698 24.070,82- 25.685,97- 27.522,52- 29.600,22- 30.683,92- 30,683,92- SEATIEEIN
(Ribu Rupiah) =g 23.946,14 25.445,16 27.177,98 29.145,66 31372,39 32.599,12 32.599,12 NOAWT:
|Meningxataya
Kualitas Implementasi
SAKIP Perangaat Wikl LR ANTY 20,00 20,00 80,50 81,00 8150 2,00 82,50 2,50
Perangkat Daerah
Daerah
a3 URUSAN PEMERINTAHAN PILTHAN
2.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
HELAUTAN DAX PERIKARAN
3.25.01 PROGRAM Persentase
PENUNJANG pemenuban Dinas
URUSAN najang urusan Porikanan
1 pese . 100% 100% 5.943.385.834,00 100% 6.421.879.204,60 100% 6.208.767.513,23 100% 6.629.672.763,19 100% 6.377.564.837,21 100% 6.505.299.999,87 100% 38.086.571.152,10 e
DAERAH dacrah dalam Petsrnakan
KABUPATEX / KOTA [setabun
3.25.01.2.01 Perencanaan, Persantase
Penganggaran, dan |dokumen
Evaluasi Kinerja perencanaan, Perikanan Kab.
Dasenl e poin e 9% 98% 41.088.00000 | 98% 74.019.00000 |  98% 76.000.00000  o8% 7600000000  98% 79.000.000,00  98% 83.000.00000|  98% 388.019.00000 | T 0py | ou
yang disusun tepat Peternakan
wakty
3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Jumlah dokumen
Dokumen Perencanaan PD Dinas
Perencanaan yang disusun o0 | Perkansn | Kab.
Perangkat Dassah 4 dolcumen 4 dolumen 26.095.000,00 | 4 dolaimen 58.019.000,00| 4 dokumen 60.000.000,00| 4 dokumen 60.000.000,00 | 4 dokumen 61.000.000,00 | 4 dokumen 65.000.000,00| 24 dokumen 204.019.000, v Noani
Peternakan
Jumlah dokumen
D
::::m 11 dokumen | 11 dokumen 11 dokumen 11 dolkumen 11 doloumen 11 dokumen 11 dolaimen| 66 dokumen
3.35.01.2.01.07 | Bvalussi o Jumlah laporan Dinas ik
Ferangkat Dactah :::n- PDynng 8 dokumen 6 dokumen 14.990.000,00 | 6 dakumen 16.000.000,00| 6 dokumen 16.000.00000 | & dalumen 16.000.000,00 | & dokusmen 18.000.000,00 | 6 dokumen 18.000.000,00 | 36 dokumen 84.000,000,00 N:“‘:'" Ngumi
sun gewi
3.25.01.2.02 Admiaistrasi Persontase Dinias
Houangas Perangkat |dokumen dan 3 Perikanen | Kab,
Daerah laporan keuangan 98% 98% 4.777.118.222,00 98% 4.990.142.171,60 8% 5.019.843.470,23 98% 5.090.041.905,19 98% 5.144.742.024,21 |  98% 5.196.949.747,87 98% 25.461.719.619,10 dam Nomwi
yang disusun tepat Peternakan
waktn ~
3.35.01.2.02.01 | Fenyediaan Gaji dan |Jumlah pembayaran Dinse
Tunjangan ASK ::;"‘" ARG | 26 dokumen | 26 dokumen 4.757.118.222,00 | 26 dokumen 4.970.142.171,60 | 26 dokumen 5.019.843.47023 | 26 dokumen 5.070.041.905,19 | 26 dolumen 5.120.742.324.21 | 26 dolaumen 5.171.949.747,87 | 156 dokumen| 25.362.719.619,10 | P m""‘"“‘"
Paia oy
Jumlah dolumen
pengajuan gaji dan )
tunjangen ASN yang| 1222 kaki 1.222 kali 1.222 keall 1.222 knli 1222 kali 1.222 kali 1222 kaki 1.222 keali
disusun
3.25.01.2.02.06 | Koordinasi dan Jumlah laporan Dmas
Penyw kenangan akhis Perikanan | Kab.
,__w,_': "K:‘l.mmn tahun yang disusun | 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000,00 | 1 dolaimen 10.000.000,00| 1 dokumen 10.000.000,00 | 1 dolumen 10.000.000,00 | 1 dokumen 12.000.000,00 | 1 dokumen 10.000.000,00| 6 dokumen 5§2.000.000,00 e izl
Akhir Tahun SKPD Peternakan
3.25.01.2.02.07 | Koordinasi dan Jumlah Iaparan
Penyusunan Laporan |keuangan bulanan Dinas
Eeuangan yang disusun Perik Kab.
Bulanan/ Triwulanan 30 dokumen | 30 dekumen 10.000.000,00 | 30 dolumen 10.000.000,00| 30 dokumen 10.000.000,00 | 30 dolaumen 10.000.000.00 | 30 dolaunen 12.000.000,00 | 30 dokumen 15.000.000,00 | 780 dolumen 57.000.000,00 i N
/Semesteran SKPD Peternakan
Jumlah laporan
dolu 2 2 dokau dolume: 2 dolox 2 dokumen 12 dokumen
| m" s g 2 dokumen dokumen 2 dokumen men 2 n men
disusun




[o285.01.43.08 Admisttres) [Fervearsss Capaian
Dacrad k) Dinae
Kewenangan dasrab tirbadep . . Perikancn [ Kab.
fPersagiat Daarah  |argey taban HA 10cr 10.000,000,00 100% 16.000.000,00 00% 100000000 100% 12.000.000,00|  100% 12000000001  100% 24.000.000.00 den
beriktensan Potarnaian
385.01.3.04.03 | Analise deo [Fembad o Dénas
peigrbangia dan Dvalaaai HA . N EETT™ 10.000.00000| 10 ksl 10.000.000.00 10 kai 1000000000 10k 12.000.00000f  10kali 12000000,00|  30kak £4.000.000,00 | Feribmias -
33301908 s ALK —
—l:qcnﬂuha yang terpenuhi Dinse Kab,
Dearsty asl 100% 100% 49.700.000,00 100% a.oseas000]  100% 000000000 200N 00000000  200% 10.000.000,00 |  100% $7.000.000,00|  100% 237.044.250,00 "'L‘““ i
Poternaban
3.25.01.2.05.02 | Pengedasn Pekainn | Jumlsh pokaien D
Dines dinss yang Perdkadan Kab.
Beecrta Attt (Ebali] cHadabur, " 43 potnng 38.120.000,00 - 30044250,00]  S0etadl 4000000000 | S0.ameh £0.000.00000|  Soeud 40.000.00000] S0l 40.000.00000| 243 s2ell 190.044,.250,00 o Fgws
Kelenghapancys
Prieraalkny
Jumlsh pakeian
butik yang .
i A 45 poseng 50 potong. 30 potocg 50 potong 30 poteng M3 poeng
Jumleh Auitnt
Fewrwiics ™ . . 30 buab S0buah Sobusd 50 baahy 200 boah
Jumlah pakaisn
clatraga yang .
iekif liacha 49 potang A3 wasl 50 sl 30 el 50 el 50 stall 45 aatl
Jumiah Sepany alah
caga yang RA B bl
bk} dimdalk 45 pasang 50 pasang 30 puasng S0 paseng 30 paseng Pasang
BEEO13.05.09 | Fendiddan dan Fumlah ABN yang Teane
Pulatihon Pogawsl. | owngiosts LY - - . | tewm 10oo0omoe|  2amg 10.000.00000| 2 ovang 1000000000 2 arang 12:000.60000]  Bereng 42.000.000,00 | poay | KA
2.55.0L.2.08.20 | Sceiabaasi Pernturen | Jumish Peserta Dénas
) frodi Perikosan | Keb
oaialisnsd ' - -1 pmata 10.000000,00| 100 canag 10.000.000,00 100 orang 10.000000,60 | 100 erang 10.000.000,00 | 100 oreng 18.000.000,00] 478 cmng 58.000,000,00 o e
| Poasroaken
230.01.3.00.11 | Diabingan Taknis | Jumlah precita -
lmpheoesin - freog gengila:d potianen | wat
andsngrn n - - - | HOweng 10.000.000,00 | 100 crang 10.000.000.00 100 canag 16,000.000,00 | 100 czang 20.600.000,00| 406 ety FO000.000,00 o Waawi
Peternnkan
3500306 | Aduistitrasl Unam | Meatas
L Dinay
mmm [ (12 242410.000,00 [ oo | e 0n840000] e 27AIXA00,00 [ 282.200.40000|  vom 29700000000  owe 1.358.127.900.00 "’t“‘ .:';'
datn wetabon Petarnakr,
225.01.2.00.00 | Pegyodiasn TPrracntase
Kompenen toselesd | pemeaihan Tinas
Ll Benerangan  Lob e 100% Toom woon00000|  toos 2408200000  to0% muor0000]  100% 2mootoo00]  100% 23.00000000] 100 Momooo] 1o 1eamroneo | Pfuses | b
Kazzoe kistrfic/ penesangan Petarpaken
DILOL206TG | Feayetiasn Peraletan] Porscotuse
dan Pestengiapan ??nnlhn
dan paslacgrapen 100% 100% s000000000|  100% s1aevTe000|  toow s1stmz0000|  toom 3000 0o 3020040000 T00% szoo00000|  1ome araescacnco | Pelmoen | Heb
Prumakan
B35.0L.2.06.0¢ | Peywdiaes Dahen | Jumish azomn Dinws | &
Logistik Kastor i Haediakun. UPkaek | 1360 kneak 20.008.50000 [ 1968 koaak 36.456.000,00] 1876 ksl 36.647.00000 1876 kotak 3664200000 1376 kutak $7.000.00000] 1376 ke 37.000.000,00 | 7664 kotak 3eare000000 | Peranan | ST
Jumiah mivuman 50 dus S0 dus 7 50 Cus 50 dun 56 dus 366 dus
yucy disediakan nm -5
mliaks air i) ileng 192 gakm V92 grien. 92 gakeo 192 gieo 192 gadony 92 gaton §76 galoa
rang diseds HA
[oato1a.0808 TV e [y w——— Dinas
fCotakan dany dicetak = 700 Lesbar S0 lezmbor 15050.400,00| S0 lembar 17.427.000,00] 30 kembar 17500.000,00| 50 bemhar 1750000000 | 80 dezber 17.000.000,00] 80 kernbar 1200000006 300 hexober 042200000 | periepnan n::\
uolah WIS YRR | 10t Lezber | 19104 lezshar 19104 keazbar 1125 Jezabar 125 entes 1128 Yemmbar HI28 bebuer Puidrond
|535.01.5.0606 faan Bolion, [l sured kabaz Dines
Bacma dan yaog disaddiak M chnemples | 135 ket 2496000000 | 438 eaczpl — 26.000.000,00 s 000.00000] 133 0. 133 soooentom] o 197.052.000.00 | Perikeanen ,,'.‘;
izl oy
poraturen A - . ¥ buka ¥ bk 1bukn 1 bty 4tuku
Kdenf pubticaal A THat 7Eaki 8 Kalh Kt 7K [ 36 Kati
235.01.2.00.00 asn  |Jumiah sepet ropat Dian gab.
Ragwt Koxrdinwes dan (& i kali ] " 90 kali 178,000,000, #40kaly 682.000.000,00 | Perikaasn X
edinnd b 40 kenti 0 10437300000]  sones 110.000.00000] 0 kati 112.500.00000|  90kati 1330000000 SOkl 120.000.000,00 T ] jroms omi
Junlah sapat-sepat
i dan
6 dalam
dncrab yang 3 - " . " "
ity dius 108 kel B0kt 86 kit 80 kali 80 kol PO kali 80 kel 400 fpati




232501007 Pengadzan Burity | Paresstise terasy
Miix Deersh daerab
!_woﬂ-um pennnjany wosmn Dinas
yang eisdakan % pa% 297.295.000.00 % 2a7.470.60000{ % 2639900000  se% £TL.295.600,00 % 24.500,60000[  #W% 240.000.000,00 | s 7837040000 | Freimamen .’;':,_
R Y. Y Potmtakan
kabufuban dalam
3350130701 | Peaigadass [amiah krodataan
Perceangen bines. [ dindalaa "™ Vit 244.600,000:00 . 4 - b tuma 385.000.000,00 - I e sss.coaooes | Foimom | Kb,
 — =
I55.01.207.00 | Pengadasn [hecies krodareas Dins
Operational mou i BA - . 1uoit 21378100000 . . . . . . . J o tues na7oL00000 | Pl Pl
Lapeagan | yarg iadaican Peseroalan
TTDLE0TO0 | Peagodars el | Jantah cwmbeiad Dioas Kab,
[yang & Sunit B upit 0. 400.000,00 4 unjz 3T.534.000,00 B unit 80.000.000,00 & nnit 86.000.000,00 Sunit &0.000.600 00 8 unit 55.200.000.00 E 1 S02.054.000,00 | Perianesn Hgmei
ATTOLIOT-00 | Peogadoes Perrinen | Tvmlah peralias Lered Rab.
dors Mo Lainayn  [hadton yong T umit Sumit 7100000 | Buni 2029060000  Sush 03960000  Sunis 80.490.500,00|  Suoit 35.000.600,00]  Sunit §7.300.60000]  33umis 263.099.400,00 “’3‘:‘“ N
353,010,071 Bozeon  [Fimiah sarkoe das
dan Frassrana prasarana gedung Dinay
wu -mmm-:n mmmm- o 1 paiw 2056300000 1 peket 29.536.00000f ) pexm 3000000000 1 pake 2000000000 | patat 31.906.00000 | 1 pakmt an 6 pakit 152 53800000 | h“"““ :::,
rang diadakns Potivnakan
AT30LI07.11 |Progadesn Borina  [Jimish et [l Tab.
den Pesncrme  fpcaserena gaduag A t paket 1281000000 1 pakat 76.000000,00] 1 pakst 78.00000000] 1 paken 7800000000 | 1 pake 78.000.000,00 | 1 paknt 95.000.00000| & paket 401.000,000,00 | Ferikanan Pt
ung  [kazior yang el
Jumish sarans dan
| L— A . 1 ] i 1 # pakat .
pekne okt ezt pakn
3.33.0L2.08 Penyeciean Jam TPorstntese Bioas
s
Fenwistiten Ipezanang wrams % " 272.514.612,00 Py FEUTYYPLYSY nepm.0ea00|  pow S84.650.888,00 so% sepe180800  pom ssersaasa0e|  saw 1768040140,00 | FHriAERD u‘:;'
Dasrab Ipeerictaban Putaroakan
380030001 e Josa [ Jumiah suret yang Tioas | yab.
Bused Menyirat kb L - . 20 marat 10.000.00000] 20 suzat 10.000.060,00 0 st 10/000,000,00 0ausps 10.000.000.00 20 mizat 10.000.00000] 100 sutmy £0.000.000,00 | Purikanen [
arall
. .
0120060 m‘ eredanndan velepens mmm Mrekening | 4 rakeming 188.884.612,00] 24 sekerning 200,080.485,00| 24 rekeming 204.502.043,00] 24 rediening 20005605000 | 24 rekening 21099151300 | 34 retening} 210750282,00] 144setacing| 1031490 | purtemm, | A%
(Pamlah :
larwih pung dibager | S4rebcnicg | 120 sckroing 120 sekening 120 vekering 120 ekscing 120 roming S 720 redkazicg| -
Jasiah rekacing &7 - - N
oy Ebayer Mrekening | 36rekening 36 rekaming 36 seliemiing 3 rekrning 36 eekezing 34 rekraing 216 sakuring| .
Jamiah rekening
mremes yang SSrekening | 38rekening 36 1ekeming 30 eekening 36 rekening 3 rekening 34 rekening 316 rekening .
omian
don Bk " . . 1 Rekening  Rekening 1 Relutieg 1 Rekaning 4 Rebening .
Juziols
daya Eatrik "™ - . ¥ rekening | rekaning 1 rekaning 1 rekening 4 rekening -
[A3501 20000 | Perediasn daza | Fummlah aict = o,
dan bersiban yang buah 0 | Ferlmoea
e e [rawey Wik 2000000000] s bosn Mt 20.000.00000] 14 tuak 2o0000000| e 22000.000,00| 14 basty 2600000000 B4 164.000.000; | o
ool tabhan
g pan yeog Stuab 266 bust 3466 busk 366 bush 306 tab 366 buak 266 bush 2.196 baah -
“mwm‘"“ 12k 12 kns 1215 12keli M2kati 12 ki 12fenli T2 kali
[335.61.5.05.08 | Pocyetnas Famich T
Pelayeiaa Vo honer 278 kali 96 kali 3533000000 96l 93.160.00000| 96 keati 160.000.000,00] 98 kuti 10400000000 | 96 kati 116:000.000,00 98 kali 11000000000 | 875 kali s18.260.00000 | Perikensn m
Jumtel prmbazaan
[ . 10kaki 10 keki 10 ki 10kl 40 kali
01308 | Femeibenan Frmote tarang
Saracy Mills Decrab | il dasrab
Peosniiog Ureskn  {peounjang wmn mh Kab,
My Eren ooy [ [ 171.040,000,00 o 17810000000 oen re0conce] s 184.140.000,00 s 20004000000 | s 21230000000 9% $56.160.000,00 o Yomi
A25.01.3.09.01 | Pecyedasndasa | dumiah
43 den [tmad Dinas
Pk Kandusacs - (dinaa/jaberan Shati 5 hati sooi0mo00] Sk 4001000000]  Skat 20061000000 Skl 4061000000} Sleai 4061000000  Ska 4061000000  30talt soacsosaen | Prltanes | Eeb
atau Kandaraan Peteroakan
Dinoe Jatwtnn




Jumlah kendaraan

nalk kapasitasnnya

dinas/jabatan yang 1 unit 1 unit L unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 6 unit
dibayar pajaknya
3.25.01.2,09.02 | Penyediann Jasa | Jumlah
Pecnelarasn, Blayn \ih
Pemeliharnan, Pajak, |kendaraan
dnn Perizinan dinas/ opesasional Dinas.
Kendaraan Dinas g Perikanan | Kab.
opu_,:;, PO 10 keali 20 kali 37.350.000.00 20 kali 38.600.000,00|  55kali 3860000000  55kak 38.600.000,00 55 kali 38.600.000,00| 55 kak 3860000000  S55kali 193.000.000,00 oy Ngawi
Lapangan Peternakan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unic 24 unit
yang dibayar
3,25.01.2,09.06 | Pemebharann Jumlah , i \ i ) ¥ i F R Dinas Kab.
Purlaten den Meuity | pesiatiharassy 9 kaki 20 Kali 19.920,000,00 29 kali 19.930.000,00| 30 kali 19.930.000,00 30 kali 19.930.000,00 30 kali 20.930.000,00 [ 30 kali 23.930.00000| 169 kali 104.650.000,00 | perikanan | Ngawi
3.265.01.2.09.09 Tinas e
3000 m3 361m3 73.960.000,00 465 m3 79.050.000,00|  475m3 80.750.00000| 500 m3 100.500.000,00 | 310 m3 110.160.000,00 |  2.661 m3 488.460.000,00 P”r:m Ngawi
| Koatribusi
| Porikanan :::’ 154.069,39 160.221,77 166.630,64 173.295,87 180.227,70 187.436,81 194,934,28 194.934,28
FDRB b
2.25.03 FPROGRAM Persentase -
AAN Dinas.
Perikmnan Nga|
PERIKANAN Produksl Perikanan 6% 5% 291.6532,000,00 % 126,000.000,00 5% 202,000,000,00 5% 317.000.000,00 5% 309.000.000,00 5% 334.000.000,00 5% 1.578.652.000,00 i Xalh "“"
TANGHAP tangkap
Peternakan
25.03.2.01 laporan
Dean di
L ity PR ertnen | ab
n L
:‘lr-l-::n’;;-r 100% 100% 283.038.000,00 100% $0.000.000,00 100% 162.000.000,00 100% 1632.000,000,00 100% 165.000.000,00 100% 185.000.000,00 100% 764.000.000,00 ey Nguwri
dapat dizsbakan Peternakan
dalam 1 fsatu)
Daerah
iMata
Persentase bantuan
sarana usaha
perikanan tangkap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang dimanfaatkan
3.25.03.2.01.01 |Penyediann Data dan |Jumlsh Laporan
Informasi Sumber | Produlesi Perikanan 7
Daya lkan (Tangkap dan Fu-ih.mnh. Kab
:’n""’”m" yong 3 laporan 1 dolaimen 3.804.000,00 | 1 dokumen 10.000.000,00| 1 dokumen 12.000.000,00 | | dolumen 12.000.000,00 | 1 dokumen 15.000.000,00 | 1 dokumen 20.000.000,00| 6 dokumen 69.000.000,00 g Nouwi
Peternakan
3.25.03.2.01.02 |Penyed Jumlah KUB yang Dinas
Usaha Perikanan ‘mendapat bantuan Perikanan | Kab.
Tangkap paket Sarana dan 6 kelompok 2 kelompol 279.234.000,00 | 2 kelompok 80.000.000,00| 2 kelampok 90.000.000,00 | 2 kelompak 90.000.000,00 [ 2 kelompok 90.000.000,00 | 2 kelompok 100.000.000,00 12 kelompok 450.000.000,00 R Ngawi
Prasrana Alat Bantu Peternakan
Penangkapan Tkan
Jumlah KUB yang
mendapat bantian NA - 2KUB 2 KUB 2KUB 2 KUB 2 KUB 10 KUB
3.35.033.01.00 | Pemjaminen Jumlah Proyediasa Pendianin | Kab
Eetersediamn Sarena |sarana usaba NA s - . 2 kelompok £60.000000,00 | 2 kelompok £0.000.000,00| 2 kelompok 60.000.000,00 | 2 kelompok 65.000.000,00 | 10 kelompok 245.000.000,00 2
Usabi Perikanan perikanan tangkap 5 s e Nopwi
Jumlah
kelembagaan dan 4
Caiiiitant lemitrasn NA - - 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok kelompok
usaha
3.25.03.2.02 P
Nelayan Kecll Dalam | poserts yang
Daerah
Kabupatea/Hota hasil pembinaan
icslemsbagann, Dinas
A S Perikanan | Kab.
produk perikanan 100% 100% 8.614.000,00 100% 35.000.000,00 100% 40.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% §4.000.000,00|  100% 59.000.000,00 100% 238.000.000,00 o Ngawi
dan sosialisasi Peternakan
terkait
pemberdayasn
nelayan
Persentase
Kelompok Usaha
Bersama (KUB)
Nelayan Keoil yang 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%




3.25.03.2.02.01 |Pengembangan Jumlnh pescrin Dinas
knpositas nelayan [kel nelayan Periknaan | Kab.
kecil PUD (Perairan 40 peacrta 40 peserta 422400000 40 oreng 20.000.000,00| 40 orang 20.000.000,00| 40 arang 2500000000 40 orang 22.000.000,00 40 orang 25.000.000,00| 240 orang 112.000.000,00 ey Naawi
Umum darat) yang Peternakan
Jumlah rumah
'::;z:vm yang HA - 20 (RTR) 20 (RTR) 20 (RTP) 20 (RTR) 20 (RTR) 120 (RTRH
3.26.03.2,02.02 | Pelax Fasilitasi| Jumlah nelayan dan D
5 ey . Usat Perikanan | Kab.
. b (KUD) 4KUB 4 KUB 4.39000000|  SKUB 1500000000 5 KUB 2000000000|  5KUB 1500000000  5KUB 2000000000| SKUB 2200000000| 29KUB 93.000.000,00 gy o
kelembagasn nelayan | Nelayan Kecll yang
dibina Peternakan
3.25.03.2.02.03 | Pelaksannan Pasiktas Jumlah nelayan
|Bantuan Pendanaan, |yang mengikuti
Bantunn Pembinyaan, | sosialisasi fasilitasi Dinas
Kemitrann Usahn | bantuan pendanass, Perikanan | Kab.
kemitraan usaha dan RA - - . - .| soorang 10.000.000,00 | 50 Orang 12,000.000,00 | 50 Orang 12.000.000,00| 150 Orang 34.000,000,00 oy Naawi
pembinnan Peternakan
kemitraan usaha
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Persentase sarana Dinas
Penyelenggaraan prasarana TPI yang Eab
Tompat Peleiangan [dissdiakan NA - - 1% 105.000.000,00 1% 90.000.000,00 1% 90.000.000,00 1% 285.000.00000 | L‘“‘“ Waawi
il Peternakan
[3.35:09.2.03.01 |Penctapan prosedur | Jumlah SOP Tempat
pengelolnan dan Pelelangan Ikan (TPT) Bloe
penyelenggaraan yang disusun Perikanan Kab.
Tempat Pelelangan NA 5 2 . | 1 dokumen 15.000,000,00 E . -| 1 dokumen 16.000.000,00 n et
Tcan (TP Peternakan
3.26.03.2.0302 |Felaynnan Jumlah Sarana =
penyelenggarann Prun_t-nlynnq Dinas. b
r:;'r;'h Tempat Plhul.:n“;:n A - - <| 1 paet 90.000000,00 | 1 paket 90.000.000,00| 1 paket 90.000.000,00| 3 paket 270.000.000,00 | Perienan | St
Ikan (TPI) Peternaknn
3.25.04 PROGRAM | Persentase
PENGELOLAAX Peaiagkatas
FERIKANAN Produksi Perikanan % 5% 1.199.732.000,00 5% 1.185.000.000,00 % 1.257.000.000,00 5% 1.268.000.000,00 5% 1.423.000.000,00 5% 1.594.000.000,00 5% 7.926.733.000,00
3.25.04.2.01 Penerbitan Lzin Persentase 1% 1% 1% 1% [T
Usaba Perikanan di |penerbitan Lzin -
Bidang Usaha Perikanan di [hnas
budidayaan Tkan | Bidan Perikanan | Kab.
:::g Usahanya r-n:dmn.n L - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 24.000,000,00 20.000.000,00 $4.000,000,00 a Neawi
dalam 1 [smtu) Iean Peternakan
Dasrah
Kabupates /Kota
3.25.04.2.01.01 Jumlah penerbitan 20 Imn Usaba) 20 1zin Usaha 20 Izin Usaha 20 tmn 80 Izin Usaha
Persyaratan dan Izin Usaha Usaha
Prosedur Penerbitan |Perikanan Budidaya
Izin Usaha Perikanan |yang ditetapkan
i Dinns
Pembudidayann [kan Perikanan | Kab.
yang Unhm‘:;n, NA = - - 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000,000,00 10.000.000,00 42.000.000,00 s Naawi
Lokasi dan/atau Peternakan
Manfant atau
Dampak Negatifnya
dalam | (eatu) dasrah
| kabupaten/ Kota yang
3.35.04.2.01.02 | Pelayanan Penerbitan | Jumlah 20 lsin Usalin 20 tzin Usaba 20 tzn Usaha 20 Imn 80 [zin Usaha
Izins Usahia Perikanan |pembudidayasn ikan Usaha
Bidang yang diterbitkan izin
[Emra Ty ian |veahs
yang ;
 Haypoiesoins Perikanan | Kab,
ket oy RA 3 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 42.000.000,00 —- Mo
tau Dampalk
| Negntifnyn dalam 1 Peternakan
(satu) Daerab
Kabupaten/Kota yang|
Teknologi
Pyl
3.35.04.2.02 Pemberdayaan Persentase
Pembudi Daya Ikan |peserta yang
Recll ‘menindakianjuti
hasil pelatihan Dinas
Periknaen | Kab.
pakan nulhl.! 100% 100% 525.706.000,00 100% 130.000.000,00 | 100% 130.000.000,00 100% 140.000.000,00 100% 147.000.000,00 100% 146.000.000,00 | 100% 692.000.000,00 iy Ngawi
| kelembagasn dan Peternakan




L]

esbocituys Gas
yang
st pendmplngan so% % BO% [ % 5% 0% o%
il bodidaya
738,04.2.02.01 |Pengembongan harnlaky
Kxpoxitas w@n e,
m""'““'"““‘ g‘:’””“ 30 orang 50 orang 30324000000 50 creng 00.000.00000] S0 arang 80:000.000,00] 30 oreng 20.000.00000| 50 srang. £2:000.00000] S0 arang £5.000.000,00] 300 erang 407.000.000,00 Fgmmi
et diykicn
Jamlah Poscts
wﬂm LY 80 ozang S0.oreng 50 oreng 80 oeeng 30 ocang 30 crang 300 orang
[325002.06:0a | Pelnkannany fraiiasl | Jumiah
W_ - dmlmompok 2ab,
penbaatidaya ikan 40 Oreng 40 Ovang 0.900.0000¢| 40 Orang 30.000.000,00] 40 Orang 20.000.000,00]  #0 Ovazg 2000000000 | 40 Ovang 35.000.000,00 | 40 Oracg 23.000.00000| 414 crang 1E0.G00.000,00 Mg
kact “m"u“"‘“’. b
[335043.03.00 [Palakeenan fasitiasl | dumich
o A e dmvm fkam
b dﬂn‘ 1 Y
kemitraan wsaha | pominadidaye yong| RA 40 Orpng 833000000 - - . .| oommg 10.0060.000,60] 40 Oreng 10.000,000,00 . | s00mang 20.000.000,00
difpailitaxi alacs
pertsodalan
|7 9504200.0% |Feaben (Eamlah
= pembadidayn Do
Iexntadabin miceed yong Sheti
mra L
M"h"""_:" [ 3 polctakan 213000080 3 paltaken 20.000.000,00| 3 pedatal pol 3pokdon 0. 3 polada 20,000.000,00 | 3 18 poled 263.000.000,00 n'::i
Xabs.
HA - . " 25.000.00000| 5% 35.000.000,00 ” 23.000.650,00 o 2000000000 % Moomace] % 132.000.000,00 Mgmi
Kab.
L' . -1 20peana 15.000.000.00| 70 peacrea 13.000.000,00| 20 peserin 18.000.000,60 | 20 prsertn 13.000.000,00 | 20 peserin 13.000.000,00| 100 peveta 75.000.000,00 ot
Kb
HA . <l oonn 10.000.000,00| 20 Oreng 10.000.000.00 | 20 Orang 10000.00000} 30 Orang 14,000.000,00| 30 Crung 14.000.000,00| 100 Ovang £8,000.000.00 Privia
et
SEI45.06  |Fangulolass Perseciase
Demn | tasestuens produia) Kab.
Wmm 100% 100% S74.006.000,00 100% 1.030.000.000,00 | 200% 1.082.000.000,00 |  100% 1.083.000.000,00 100% 1222.000.000,00]  200% 1.40G.000.000,00]  100% £.812.000.000,00 fomal
{Parseciase saraca
dan praserans
:::h‘h R 0% 5o [ 5o 0% o e
dimanfuathan
[Persectae
penbudioays yaog
m“"“"“‘" B som B Bt B 0% o so%
Joartifthast cHE,
o
[Z35.003.04.01 [Peayedionn Date dan | il Leporan
Lerkecr e peadatant toiloadt
R Ly
m:mmalﬁmhw Yob
Kebupensnf Kotn ik ‘d;‘ e 7 dok 2 dok 4.5650.00000| 2 dak 30, 2 dok: 001 2 dokx 30.000.000,00 | 2 dolcumen 230.000.000,00| 2 dedumen AL000.000,06] 17 dobumen 181.000.000,00 prvesn
zicmhegaan) yang
disusun
[Twasem PreaarennlFomlsh Pokdakas -
e e et | Soeitaben | spobten $0531.000,00 | 7 pokdak 860 7 polatak 00} 7 potclat: po| 7 potutas 002 L 32 padalan | 4 00 Y
gt flerenn
Frasezana eotuk
Balal benihy Toary 1 pade 4 paket 1 pakat 1 palat 1 pakne 1paket 1 pakst ¥ padort




3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Jumlah peserta yang
Ketersediaan Sarnan [mengikuti
dalam 1 (satu) Dacrah|n ketersedinan Perikanan | Kab.
g.x,u,,..:n&nm Pt NA 30 peserta 130.000.000,00| 30 peserta 132,000.000,00 [ 30 peserta 133.000.000,00 [ 30 pescrta 135.000.000,00 | 30 peserta 150.000.000,00| 150 peserta 680.000.000,00 Py ool
pembidudaynan ikan Peternakan
Jumlah kelompok
Bantuan bersh ikan NA 2 pokiakan 2 pokdakan 2 pokdakan 2 pokdakan 2 poladakan 10 pokdakan
dan kolam)
Jumlah kelompok
yang difasilitasi
sarana budidaya HA 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 10 kelompok
ikan
3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Jumlah peserta yang e
st iy O, S moplaa Perikanan | Knb.
Lingk Budid, Lol 50 peserta 50 peserta 9.720.000,00 [ 50 peserta 40.000.000,00| 50 poserta 40.000.000,00 | 50 pewertn 40.000,000,00 | 50 poserta 45.000.000,00 | 50 peserta 50.000.000,00( 300 peserta 215.000,000,00 s S
dalam I{satu) Dacrah |kesehatan ikan dan Peternakan
3.25.04.2.04.05 |Pembinaan dan Jumlah peserta yang z
Pemantauan mengikuti Dmul B
h Teon 3 pokdakan 40 pesertn 65.460.000,00 | 40 peserta 30.000.000,00| 40 peserta 30.000.000,00 | 40 peserta 30.000.000,00 | 40 peserta 33.000.000,00 | 40 peserta 35.000.000,00| 240 peserta 158.000.000,00 dan i N
di Darat CBIB,CPIB CPPIB .
Peternakan
3.35.04.3.04.06 | Perencanaan, Jumlah dokumen
. Poni. [
nfantan dan Peaa Dinas
Perlindungan Lahan  |nfaatan dan Perikanan | Kab
untuk Pembudidaya | Perlindungan Lahan HA 40 peserta 3.685.000,00 1 dokumen 15.000.000,00 | 1 dokumen 17.000.000,00 | 2 dokumen 92.000.000,00 e Naawi
Tkan i darat untuk Pembudidaya o M|
Ikan di darat yang
disusun
3.25.04.2.04,07 |Perencanann dan | Jumlah dekumen
Air P b Pema .
untuk nfastan Air untuk Periknann | Kab.
i ikan |p bodia ikan HA - - -| 1 dokumen 15.000.000,00 1 dokumen 17.000.000,00| 2 dokumen 22.000.000,00 sy Nowwi
di darat & dasat yang Preernakan
disusun
3.26.06 [PROGRANM Persentase
PENGAWASAN kavmsan Perniran o5
N DO U Bk FCDY : . 00 20% 20.000.000,00 26% 24.000.000,00|  25% 20.000.000,00|  25% 114.000.000,00 :
EECATTANTAY | | |pkag sl NA 10% 20.000.000,00 |  15% 20,000,000, 000, Nowi
PERIRANAN
3.25.05.2.01 |Pengawasan Sumber | Persentase PUD dan
Daya Perikanan di | Pembudidaya fkan
Wilayah Sungal, yang diawasi Dinn
DuBal; wedSit rmvm . oo | Perikanan | Kab,
dan genangan mir BA 10% 20.000.000,00  10% 20.000,000,00 10% 20.000.000,00 10% 24.000,000,00|  10% 30.000.000,00 10% 114.000.000, s Mgl
laianya yang dapat Peternakan
| i
kabupaten/kota
3.35.05.2.01.01 |Pengawnsan Usaba | Jumlah Wilayah PUD)
Perikanan Tangkap & | yang diswasi {terdici
Wilayah dasi danau waduk
Sungai, Danau Waduk | rawa dan genangan Dinas
Rawa dan genangan | air lainnyn) Perikanan Kab.
air lainaya yang NA 4 PUD 10.000.000,00( 4 PUD 10.000.000,00 4 PUD 10.000.000,00 4PUD 12.000.000,00| 4 PUD 15.000.000.00( 20 PUD 67.000.000,00 s il
dapat diusahakan Peternakan
dalam
| kabupaten/ kota
3.35.06.2.01.02 |Pengawasan Usaba | Jumlah
i Bidang  |Pembudidaya Tkan d&i
Pembudidaynan Ikan |Wilayah
& Wilayah Sungai,Danau Dinas
Sungai Danau Waduk |Waduk Rawa dan Perikanan | Kab.
Ramwa dan genangsn | genangan aif leinnya A . 20 Orang 10.000.000,00 20 Orang 10.000.000,00] 20 Orang 10.000.000,00| 20 Orang 12.000.000,00| 20 Orang 15.000.000,00| 100 Orang $7.000.000,00 ey ool
air lainnya yang yang dimwasi Peternakan
dinsahaknn
kabupaten/kota
3.25.06 |FRoGRAM Persentass
AHAN DAN 00 Kab.Nga
PEMASARAN HASIL |Pengolahan dan 5% 5% 50.000,000,00 6% 263.940,000,00 % 290.000.000,00 ™ 290.000.000,00 % 299,000.000,00 % 300,000.000,00 ™% 1.482,940,000, -
PERIKANAN Pemasaran Hasil
3.25.06.2.01 ‘Tanda hasil .
Daftar Usaha Peagolahan das Perikanan Kab.
Peagolakan Hasll  (pamastran NA - . 2% 10.000.000,00 2% 10.000.000,00 2% 10.000.000,00 % 12.000.000,00 2% 16.000.000,00 2% 57.000.000,00 i N
Perikanan Bagi Perikanan Peternakan
Skala Mikro dan




[3-25.06.2.01.01 [Penyediann Data dan |Jumlah Laperan
Informasi Usaha hasil Pendatann
Pemasaran dan terknit Usaha Dinas
m’“”‘""‘“ Hanl i Perkaaasan '::d NA 1 dokumen 10.000.000,00 | 1 doleumen 10,000.000,00 | 1 dokumen 10.000.000,00 | 1 dokumen 12,000.000,00 | 1 dolaumen 15.000.000,00( 5 dokumen 67.000.000,00 '“dm"""““ ""“".
(sa1u) Daerah Perikanan yang Peternakan
Kota disusun
3.25.06.2.02 Pembisaan Mutu Persentase pesorts
dan Keamanan Hasil [yang
Perikazan Bagl
Usaha Peagolaban | hasil pembinnan .
dan pemasaran dan sosialisasi Mutu) mbmn Kab,
Skala Mikro dan dan Heamanan NA J ! X 000 00% £2.000. b,
il <l 100% 15.000,000,00|  100% 15.000.000,00 100% 17.000.000,00|  100% 15.000.000,00 1 000,00 frio N
Bagl Usahn Peternakan
Pengolahan dan
pomasaran Skala
Mikro dan kecil
2.35.06.3.02.01 |Pelakeanasn Jumlah pesesta
|penerapan Persyaratan atau i
Persynatan atau | Standar pada Usaha e 5
Standar pada Usaha | pengolnhan dan NA - 20 peserta 15.000.00000| 20 peserta 15.000.000,00 | 20 pesesta 17.000.000,00| 20 peserta 15.000.000,00 | 80 peserta 62.000.000,00 g NK" i
pengolahan dan pemasaran Skala e
pemasaran Skala Mikro dan keeil Peternakan
Mikro dan kecil
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Persentase
a | Peall
baku iadustri Konsumsi [kan
2% 2% 50.000,000,00 2% 243.940.000,00 2% 265.000.000,00 2% 265,000.000,00 2% 270,000,000,00 % 270.000.000,00 % 1.313.940.000,00
dalam 1 (satu)
daerah
Persentase bantuan
sarana prasarana NA N 0% 80% 80% 80% ] )
pengolahan yang
i ieat
25.06.2.03.01 | Peningkntan Jumlah peserta yang Dinas
e A ey Pesiknan | Kab.
untk keosumei dan | gemsarikan 50 orang 100 orang 50.000.000,00 [ 100 orang 80.000.000,00| 100 orang 95.000.000,00| 100 crang 95.000.00000 | 100 orang 100.000.000,00 | 100 orang. 100,000.000,00| 600 orang 470.000.000,00 e Proas?
usaha pengolahan Peternakan
Jumlah Kegintan
pameran hanil NA = 1 event 1 event 1 event 1 event 4 event
2.5.06.2.03.02 | Pemmberian fasilitns |Jumlah Kelompak
NA E 1 Poklasar 170.000.000,00 | 1 Poldasar 170.000.000,00 [ 1 Poldasar 170,000.000,00| 1 Poidlasar 170,000.000,00| 5 Poldasar
Koatribusi sub sektor
peternakan terhadap
perekoaomian daecah 962.841,8 982.545.0 1.002.248,1 1.035.843,2 1.068.794,9 1.117.079,5 1.165.662,2 1.165.662,2 STATISTIR ()2l
KABUPATEN
HGAWT;
337 URUSAR
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
2.27.02 PROGRAM Persentase
PENYEDIAAN DAX  [peningkatan
PENGEMBANGAN  |produktivitas 1% 2.017.724. 1% 3.743. 00 1% 00 1% 1 00 1% EX 00 1% 3.141. 00 % 17.428.864.100,00
. 332% 100,00 000,000, 2.592.140.000, 2.910,000.000, 028.000.000, 000000,
Dinas
khu-h- "::“
penurunan kejadian
dan jumiah kasus Peternakan
peayakit hewan 100% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
menular
Poagamasan Porsentase bibit
3.27.02.2.01 "", l“'::" Sarsh | iernak yang 6 ckor - - 76% 400.000.000,00 78% 400.000.000,00 75% 420.000.000,00 75% 450.000.000,00|  300% 1.670.000.000,00
\?m.-nun Jumlah sarana
Penggunasn  Sarana | produksi peternakan
Pk P 2 ng diadal Dinas
3.27.02201.01 &'ﬁ '"“,- .Tdmnlon 1 paket - - 1 paket 400.000.000,00 1 paket 400.000.000,00 1 paket 420.000.000,00 1 paket 450.000.000,00 4 paket 1.670.000.000,00 ! “dmm n':ti
dan Spesifik Lokasi Peternakan
Jumlah l\amrihm Kab.
pemeliharann ternak NA s s 96 kali - 96 kali 96 kali | o6kak - 34k s N
yang di Peternakan




127.00.2.03

Moo geioinan Sember
Daya Gepatix (SDG)
Hewanc, Tumbuban,
dan NI

Porsantase

Heveoangan
Halupamof Hota

1y

&cXxor

B16.000. 100,00

L1.436.000.000,00

1.293.000.000,00

1.400.000.000,60

10%

7.881.000. 100,00

fats. Bgny

3310120000 |Peringhasnn Kaslias
500

Bewan! Tenamen

10 kali

E?%i

B50.000.000,00

I hali

33.008.000,00

27 kaki

T740,000.000.00

kel

i

3 palat

4 pulort

4 paket

2 smmpel

2 sampal

2 sacipal

eampel

8anmpel

Akl

Skali

Skali

1005 clooe

1000 akest

[m.oru.w 0%

Pezanfasten D0
Howanf Tenaman

4 hali

4lali

250.000.100.00

I paker

$56.000.000,00

S50-000.000,00

860.000.000,00

650.000.000.00

Tpaket

3.515.000.100,00

iz

6 kal

192 kabi

30 ka¥i

20 kali

120 kali

1000 ed=r

1000 ciar

$000 ckay

1000 ekar

4000 wker

L]

Skl

4iml

Akati

15 kaki

1.047.724.000,00

B#5.140.000,00

5.933.854.000,00

fr

0%

100%

LWT.TH.00000

il

2.000,000.000,00

568.143.000,00

S70.000.000.00

2kl

690.000.000,00

©08.008.000,00

5.768.654.000,00

i

& pakat

& pakat

3 pakac

Spakat

3 pakmt

3 palont

24 pakm

130 cyang

150 erang

150 canng

150 cenng

150 oreng

T crang

4 kel

A feali

Adal

A koli

16 koli




3.27.02.2.03.02

Jumlah pembinaan

dan menitoring i
Pakan/Pakan peredaran pakan
Bem‘h;Biba Hijauan m&l:nhn NA = B 4 kali 30.000.000,00 4 kali £60.000.000,00 4 kali 60.000.000,00 4 kali 65.000.000,00 16 kali 215.000.000,00 "’m"“"“‘ ;“h‘.
Pakan Ternak Moy
3.27.02.2.04 Pengavasan Obat Persentase pengecer Dinas
Hewan di Tinghat obat hewan yang o Kab
gecer dilakukan 50% 50% 60.000.000,00 50% 287.000.000,00 0% 302.000.000,00 0% 380.000.000,00 B5% 395.000.000,00 [ 100% 400.000.000,00 415% 1.824.000.000,00 | ™ m""“‘“ S
pembinaasn Peternakan
327.0220401 |Pemerikenen Mutu, |Jumiah obat hewan
Khasiat, dan yang diperiksa Dinas \
:‘hm‘ H“n:“""""‘ 100 unit 100 unit 60.000.000,00 250 unit 287.000.000,00 | 300 unit 302.000.000,00 | 350 unit 380.000.000,00 425 unit 395.000.000,00 | 500 unit 400.000.000,00 | 1925 unit 1.824.000.000,00 | 7 m""“‘“ ""‘h‘.
Peternakan
3.27.03 PROGRAM Persentaso i
|PERYEDIAAN DAN | petayanan mm
= hewan 100% 100% 180.000.000,00 100% 350.000.000.00 |  100% 250.000.000,00 100% 900.000.000,00 100% 900.000.000,00 | 100% 850.000.000,00  100% 2.830.000.000,00 dacs
PERTANIAN Peternakan
Persentase
ingkatan
mnhl HA HA 1% 1% 1% 1% 4%
peternakan
327.03.2.02 Pembangunan Persentase RPH dan Dinas
FrasEas Peciaulen m"“"“nﬂ 1 unit 100% 180.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 180.000.000,00 100% 650.000.000,00 100% 230.000.000,00 |  100% 650.000.000,00 600% 2.240.000.000,00 | " L"‘“"“ }::";"
dalam kondis| baik g :
327.03.2.0207 | Pembangunan, Jumlah RPH yang Dinas
| Rehabilitasi dan direhab . Perikanan | Kab.
Pemclibarean Fumah 1 unit 1 unit 180.000.000,00 1 unie 200.000.000,00 1 unit 100.000.000,00 1 unit 430,000.000,00 1 unit 150.000.000,00 | 1 unit 450.000.000,00 & unit 1.530.000.000,00 o Negawi
Potang Hewan Patarnak
Jumlah sarana RFH
yang disdakan 1 paket - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket -
3.27.03.2.02.09 (Jumlah sarana
-R-h-I!:‘Er-id-n RA - 2 paket 150.000.000,00 2 paket 80.000.000,00 2 paket 200.000.000,00 2 paket 80.000.000,00 | 2 paket 200.000.000,00 10 paket 710.000.000,00
1 yang
Jumlak Puskeswan
yang dilaksanakan NA 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 10 paket
renovasi
Pongelolaan Wilayah | Persentase Wilayah
Sumber Bibit Terpak | Sumber Bibit
3.27.03.2.00 dan Rumpun/Oalur |Ternak dan RA . - - 100% 70.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 70.000.000,00 |  100% 200.000.00000 | 400% §90.000.000,00
dalam Rumpun/Galur
Dassais L |Tataak mmne
Pelestarian dan Dusmlah wilayah oad Kab
3270420401  |Pemanfaatan Wilayah |sumber bibit yang NA . -] 2tokasi 70.000.000,00 2 lokasi 250.000.000,00 2 lokasi 70.000.000,00 | 2 lokasi 200.000.000,00 | B8 lokasi 590.000.000,00 | Perikanan ok
Sumber Bibit Ternak | difasilicasi dan i
Jumlah prasarana
yang di NA - . 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 8 paket
Jumlah dolumen
kawasan peternakan
yang disusun. NA - 1 dolumen 1 dokumen 1 dolumen 1 dokumen 4 dolcumen
3.37.04 PROGRAM Persentass
1A%
teroak Dinas
harean peaynikit Periknnan
HBWAN DAN 0,10% % 583.930.000,00 2% 973.000.000,00 2% 2,062.800.000,00 <a% 1.635.000.000,00 a% 2.260.000.000,00 | <% 1.640.000.000,00 <% 9.133.720.000,00 s
KESEHATAN
VETERINER
3.27.04.2.01 Penjaminan Persentase wilayah
Kesehatan Hewan, |yang terkendali dari
Penutupan dan penyakit hewan Do
Daerah strategis Perikanan Kab.
Wabah Peayakit HA 90% 293.920.000,00 90% $550.000.000,00 90% 850.000.000,00 90% 800.000.000,00 20% 1.200.000.000,00 90% 780.000.000,00 90% 4.473.920.000,00 g Rl
Hewan Meaular Peternakan
dalam Dasrah
Kabupaten/Kota
33270420101 |Pengendalion dan | Jumlnh Dinns s
s Aeli 70 kali 95 kali 293.920.000,00 190 kali 550,000.000,00 | 228 kali 850.000.000,00 285 kali 800.000.000,00 380 knli 1:200.000.000,00 [ 475 kali 780.000.000,00 |  1.653 kali 4.473.920.000,00 | Perikanan Fowmi
Penyalit Hewan dan | penynlat hewan yang dan g
Jumlah Puskeswan
¥
direliab diladoakan nA 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit o 2unie o Bunie .
pemeliharaan
Jumlah sarena
pendulung
Puskeswan yang HA 1 paket 1 paket 2 paket 2 paket 2 paket 8 paket -
diadakan
R
Keschatan Hewan
yang
dibangun/direhab/ NA - 1 unit - 1 unit -
dilakuken




Jumlah sarana
pendukung Klinik
Kesehatan Hewan
pia HA - . 1 paket 1 paket 2 paket
3.27.04.2.03 Peagelolaan Persentase unit
Pelayanan Jasa data peayakit
Laboratorium dan  |hewan yang Dinas
e o Voincine | bochins iitinat A 5% 90.000.000,00 | a7.5% 152.000.00000 | 60% 922.800.00000 | 75% 505.000.000,00 | 100% 740.000.000,00 |  125% 54000000000 [ 4225% | 254980000000 [ Pefemen | Keb
Habupaten/Hota Peternakan
327.042.0301 |Penyedinan Jumlah sampel yang Dinas m
ﬁlc;uwg-'-u diperiksa NA 500 sampel 90.000.000,00 | 750 sampel 152,000.000,00 | 1200 sampel 922.800.000,00 | 1500 sampel 505.000.000,00 | 2000 sasmpel 740.000.000,00 | 2500 sampel 540.000.000,00 | 8.450 sampel 2.949.800.000,00 Pﬂtnm Moasi
atorium
[ Jumlah
Laboratorium
Keschatan Hewan
yang A 8 : 2
dibangun/ direhab/ - 1 unit - 1 unit - unat
dilakukan
pemebharaan
Jumlah sarana
Laboratortn
P “;:“;:_M NA 1 paket | paket 1 paket 1 paket 4 paket
vang dindakan
3.27.04.2.04 Penerapan dan Persentase Unit
Pengavmsaan Usaha Hewan dan Dinas
Persyuratan Tekals |Produk Hevan yang Perikanan Kab.
K i KA 50% 200.000.000,00 50% 270.000.000,00 0% 280.000.000,00 % 320.000.000,00 5% 320.000.000,00 80% 320.000.000,00 290% 1.710.000.000,00 g .
Veteriner
3.27.04.2.04.01 |Pendampingan Unit |Jumlah Dinas L
Usaha Hewan dan | Pendampingsa yang 30 kali 100 kali 200.000.000, 100 kali 270.000.00000 | 1 i 280.000.000,00 keali 320.000,000,00 150 Jnli 320.000.000,00 | 160 kali 320.000.000,00 | 780 kaki 1.710.000.000,00 | Perikanan "
o 00 X 20 keali 80. 150 X 000, s Ngawi
2.27.07 PROGRAM Persentase
PENYULUHAN Kelompok Tani
PERTANIAN yang meaingkat % - - - . 1% 250.000.000,00 1% 250.000.000,00 1% 250.000.000,00 1% 250,000,000,00 a% 1.000.000,000,00
Peternakannya
337.07.2.01 Pelaksanaan Porsentase :
Penyuluhan Kelompok Tani Tk Keb
Pertanian yang meningiat . 3 = = 100% 250.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 250 000 000,00 400% 1.000.000.000,00 | FeF L‘“" Nopewi
tas
[ — Peternakan
3270720102 |Pengembangan Jumlah Pembinasn
x Pet g dilak i
Eobenh aid . : . ; : 1 ; i 000,000, .000.000.000,00
& K i Dosd A kali 250.000.000,00 4 kali 250.000.000,00 4 kali 250.000.000,00 [ 4 kali 250.000.000,00 16 kali 1.000.
JUMLAR 10.266.412.934,00 13.070.819.204,60 13.122.707.513,23 14.209.672.763.19 14.267.564.837,21 14.644.299.990,87 79.581.479.252,10




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang wurusan
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas
Perikanan dan Peternakan dalam pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode masa
jabatan Tahun 2021-2026. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan

dan Peternakan kabupaten Ngawi yang telah ditetapkan.

Kondisi
Kinerja Kondist Kinerja
No Indikator | pada Awal Targot Kinerja Tujuan/Sasran pada Akhir
periode Tabun ke- periode RPJMD
RPJMD
Tahun 0 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 2026
1} |2 3) 3) {6) (n (8) (9 {10} (10)
Nilai LHE
AKIP 80 80 80,50 | 81,00 | 81,50 | 82,00 82,50 82,50
Perangkat
Daersh
Nilai PDRB
Sub Sektor 154.059,39 16(?7.321 166;230, 91;38?7 18?7.327, 187.;36,8 194.98)34,2 194.934,28
Perikanan *
Nilai PDRB
Sub Sektor | 962.841,8 982.544, 1'0;’21'2‘ boas 10681 LNTOT 1'1252"56 1.165.662,2
Peternakan * * * * s

Berdasarkan table diatas maka Dinas Perikanan dan Peternakan
mendukung indikator sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi meliputi indikator
sasaran RPJMD yaitu Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Nilai PDRB Sub
Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Sub Sektor peternakan dari ketiga
indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target di kondisi kinerja pada
akhir periode RPJMD.

Dari Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atau Peternakan tersebut
pengekurannya menggunakan rumus yaitu :

Jumlah Kontribusi Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap
PDRB ADHB (juta rupiah) tahun - (n-1) dibagi Jumlah Kontribusi
Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)
tahun n-1 x 100 %



BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Rensira) Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi, berfungsi sebagai pedoman, penentuarah, sasaran
dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah,
pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun
waktu 5 (Lima) Tahun ke depan dari tahun(2021-2026).

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya
partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas
Perikanan dan Peternakan, karena akan menentukan suatu
keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan
demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen
administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan
tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders
dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi demi mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Ngawi dapat diimplementasikan dengan baik
sesuai dengan tahapan -tahapan yang ditetapkan secara konsisten

dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan

berkesinambungan.




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas
Perikanan dan Peternakan dalam pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode masa
jabatan Tahun 2021-2026. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan
dan Peternakan kabupaten Ngawi yang telah ditetapkan.

TC 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kinerja Hondisi Kinerja
No Indikator | pada Awal Target Kinerja Tujuan/Sasran pada Akhir
periodeo Tahun ke- periode RPJMD
RPJMD
Tabun 0 | 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 2026 _
(1) |2 (3) ] {6) (7 (8) 9) (10) (10)
Nilai LHE
AKIP
Y| peranskat 80 80 80,50 | 81,00 | 81,50 82,00 82,50 82,50
Daerah
Nilai PDRB s , Y
2| Sub sektor | 154.059,39 1697.321 16%230. ;gaé% 1812{.32’?, 187.1136,8 194.334,2 194.934,28
Perikanan '
Nilei PDRB
3| SubSektor | 962.841,d 982.544, 1,og21.24 18332 1.&5% 1'“2'075 1'122‘56 1.165.662,2
Peternakan ' ’ ! ? '

Berdasarkan table diatas maka Dinas Perikanan dan Peternakan
mendukung indikator sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi meliputi indikator
sasaran RPJMD yaitu Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Nilai PDRB Sub
Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Sub Sektor peternakan dari ketiga
indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target di kondisi kinerja pada
akhir periode RPJMD.

Dari Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atau Peternakan tersebut
pengekurannya menggunakan rumus yaitu :

Jumlah Kontribusi Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap
PDRB ADHB (juta rupiah) tahun - (n-1) dibagi Jumlah Kontribusi
Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)
tahun n-1 x 100 %



